GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |

LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR :77 TAHUN 1996
TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
ITI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG IZIN
PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI
( CHAIN SAW ).

Membaca : 1.

k~/

«Lef:?ng Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Sela

GUBERNUR KEPALA™  DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tang-
gal 31 Juli 1996 Nomor 188/0910/28.H/1996 perihal mohon pe-

ngesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -

tan Nomor 12 Tahun 1996 tentang izin Penjualan, Pemilikan

dan Penggunaan gergaji rantai ( Chain Saw ).

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan -

yang berlaku d;pandang‘per;u_untuk mengesahkan Peraturan Daerah _ .

dimaksud.

Mengingat : 1.

Undang-undang Drt.Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan -

Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Tambahan-
Lembaran Negara Nomor 1288) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah -
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumate

‘ra Selatan(Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 1091)sebagai Undang-undang{Lemba -
ran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 1821);

.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme -

rintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor‘38 “Tam

" ‘bahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

ﬂepuuusaanPesade? .Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pen]ualan,

pPemilikan dan Penggud n Gergaji Rantai ;
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dldm negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang-:
rahméan Peraturan Daerah Perubahan ;

. 6 Keputu“ﬁﬁ“M@ﬁtu]f' m-Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang-
~Rengundangan Pe U ff aerah dan atau Keputusan Kepala -

Dgerah\lewamwtens 3 Pengesahan :
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w9 Nomor 531/KPTS-11/1995 tentang
milikan dan Penggunaan gergaji
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‘Menetapkan :

 MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GEBBREHR,KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPURG
TENTANG  PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ,
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN
1996 TENTANG IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PEHGGU—
NAAN GERGAJI RAHTAI (CHAIN SAW) .

Pasal 1

Mengesahkan = Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 1996 -
tentang 1Izin Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan
Gergaji Rantai (Chaxn Saw) dengan perubahan sebaga1

berikut

A. Judul Peraturan'baerah diubah dan harus dibaca
"pencatatan Penjualan, Pemilikan dan penggunaan
Gergaji Rantal (Chaln Saw)".

B. Konsideraﬁ  Meaéingat Nomor urut 1 menjadi 3,
Nomor urut 3 menjadi 1 dan seterusnya. :

C. Kon51deran menglngat nomor urut 13 dan 20 diha-
pus. ,

D. Kon51deran menglngat nomor urut 14 menjadi nomor
urut 13 '

E. Diktum menetapkan diubah dan harus dibaca
"Pencatatan Penjualan, pemilikan pengguﬂaan .
gergagz Rantai {shaln Saw)". L ; i

- Pasal 1 huruf d diubah dan harus dibaca
"Cabang Dinas adalah Cabang Dinas kehutanan
Tingkat @ I / Dinas Perhutanan dan Konservasi
Tanah yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung selatan“ '

- Pasal 1;hurﬂf & baru diubah dan harus dibaca
Ranting Dinas Kehutanan adalah Ranting Dinas
Kehutanan / Seksi Wilayah atau Bagian Kesatuan
Pemangkuan Hutan yang ada di Kabupaten Daerah
Tlngkat i1 Lampung S8elatan. .

- pasal 1 huruf e, f, g, h, i (lama) diubah
menjadi pasal 1 huruf £, g, h, i, j (baru).
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- Pasal 1 dltambah huruf k . dan harus dibaca
"Jagawaﬁa adalah Pejabat tertentu di 1ling-
kungan. Inst
Undang-Undang memiliki wewenang . Kepolisian
terbatas dlbiéangnya“ -

F. - Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca
. "penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ansi Kehutanan yang oleh dan kuasa

wajib mencatat nama dan alamat pembeli gergaji

rantai dan melaporkan data tersebut kepada
Pemerintah Daerah setiap bulan", (ini perlu
diberi - pen;elasan dalam penjelasan pasal demi
pasal) ,

G. - Pasal;lé,‘4;zsfdan 6 diberi penjelasan - &aiam
: penjelasan pasal demi pasal.’ SR

H. - Bab V Kgmmm PERIZIKAN Pasal 9 diubah dan f
,harus élbaca ‘ '

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 9

(1)Pengawasan -atas penjualan dan pendaftaran-
gergaji rantai dilakukan oleh Instansi Kehu~
tanan yaitu Dinas Kehutanan dan atau Ranting
Dinas Kehutanan. : ,

(2)Pengawasan'*étas penggunaan gérgaJl _rantai
dilakukan oleh Jagawana dan Penyidik Pegawal
Negerl Slpll

(3)Da1am melakukan pengawasan, Jagawana dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dengan
Surat Perintah dari Pimpinannya kecuali dalam
hal tertangkap tangan.

(4)Setelaﬁ mel_kukan pengawasan atau meneiuk
adanya penyzm@angan dan penyalahgunaan dalam'
penggunaan gergajl rantai maka Jagawana dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus membuat
laporan kepada Pimpinannya. o

I. Bab VIIiﬁasal]ligdan 12 4iubah dan harus dibaca

SARKSI
Pasal 11

(1)Penjual yvang. tldak melaporkan nama dan alamat
pembeli gergaji rantai sebagalmana dimaksud

- dalam - Pasal 2 ayat (1), 131n usahanya dapat
dicabut. '

(2)Pem111k gergajl rantai yang tidak melaporkan
gergaji rantai miliknya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dikenakan penyegelan terhadap'
gergajl rantai miliknya.
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(3)Pemilik gergajz ‘rantai dan pelaksana kegiatan;
yvang mea?alakgunakan pemakalan gergaji rantai
dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, dan gerga-
jinya dapat disita. - ;

Pasal 12

Uéul peﬁéébutan'ijin usaha terhadap pelanggaran

sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dilakukan

oleh Instansi Kehutanan kepada Instansi Perda-
gangan yang bersangkutan.

J. Penjelasan disesuaikan~déngan‘perUhahan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeéliruan dalam keputusan ini akan diada-
kan pembetulan sebagaimana mestinya. = _

%

Ditetapkan di : Telukhetung
Pada tanggal : -’/
S ot

GUBERNUR KEPALA DAERAY/TINGKAT I LAMPUNG,

m Negeri ‘
UoD Departemen Dalam Negeri

a Daerah .
ampung Selatan
a.

abupaten Daerah Tlngkat II R
tan
a.

ktorat Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Lampung Selatan

a.

utusan.



